BABYV
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Musrenbang merupakan sebuah forum penting dalam perencanaan
pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Terlihat bahwa
terdapat upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat
melalui forum Musrenbang, dengan adanya pra Musrenbang di tingkat RT dan
RW serta Musrenbang di tingkat kelurahan. Namun, terdapat variasi dalam
praktik partisipasi antar lingkungan, menunjukkan bahwa masih ada tantangan
dalam menjadikan partisipasi masyarakat lebih merata dan inklusif.

Penelitian ini menggunakan teori partisipasi Cohen dan Uphoff (1980)
dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam
Musrenbang di Kelurahan Petukangan Utara belum sepenuhnya memenuhi
dimensi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan berkaitan
dengan sumbangan gagasan, kehadiran rapat, diskusi, dan tanggapan atau
penolakan pada usulan Musrenbang. Berikut peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Dari segi pengumpulan sumbangan gagasan dalam Musrenbang di
Kelurahan Petukangan Utara masih minim keterlibatan masyarakat
dikarenakan masih tingginya dominasi dari ketua RT dan ketua RW. Pada
forum rembuk RT dan pra Musrenbang hanya melibatkan perwakilan
ketua RT dan ketua RW. Hal ini dikarenakan penentuan usulan prioritas
pada pra Musrenbang berada dibawah kendali ketua RW.

2. Dari segi kehadiran masyarakat di Kelurahan Petukangan Utara masih
didominasi oleh perwakilan ketua RT/RW mulai dari tahap pra
Musrenbang hingga tahap Musrenbang kelurahan. Meskipun kehadiran
perangkat kelurahan dan UKPD terkait cukup baik. Namun, masih ada
kebutuhan mendesak untuk meningkatkan keterlibatan langsung

masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas,
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generasi muda warga miskin, dan unsur-unsur lainnya yang telah di atur
dalam pedoman. Hal ini disebabkan oleh kurang peran RT/RW dalam
mengajak masyarakat untuk berpartisipasi salam kegiatan Pra
Musrenbang. Sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat
dan pemahaman masyarakat tentang Musrenbang. Peningkatan
keterlibatan langsung masyarakat dan edukasi tentang pentingnya
Musrenbang diperlukan untuk memastikan aspirasi masyarakat tercermin
dalam pembangunan wilayah.

. Dari segi diskusi dalam Musrenbang di Kelurahan Petukangan Utara
berjalan secara sistematis, namun partisipasi langsung masyarakat masih
terbatas. Diskusi awal terkait usulan Musrenbang dimulai dari forum
rembuk RT membahas permasalahan yang dirasakan masyarakat di
tingkat RT, yang kemudian dibahas dalam pra Musrenbang. Selanjutnya,
dalam pra Musrenbang, diskusi lebih difokuskan pada pemilihan skala
prioritas dari usulan-usulan yang telah dikumpulkan dari berbagai RT di
dalam lingkup RW. Pada tahap pra Musrenbang, hanya ketua RT dan RW
yang secara aktif terlibat dalam mendiskusikan kebutuhan dan
permasalahan lingkungan RW, tanpa melibatkan masyarakat secara
langsung. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat sudah diwakilkan
dalam rembuk RT sebelumnya. Diskusi ini menghasilkan daftar prioritas
usulan RW yang terdiri dari usulan-usulan fisik dan barang yang dianggap
paling mendesak dan penting untuk diimplementasikan.

. Dari segi tanggapan atau penolakan masyarakat terhadap hasil akhir
Musrenbang masyarakat masih sangat rendah. Komunikasi dari ketua
RT/RW kepada masyarakat mengenai hasil Musrenbang akan
menentukan bagaimana masyarakat merespons hasil tersebut. Namun,
masyarakat tidak memberikan tanggapan atau respons yang signifikan
terhadap hasil akhir Musrenbang. Sebagian masyarakat tidak peduli

karena usulan mereka sering tidak terealisasi. Sementara ada sebagian
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yang bersyukur jika usulannya diterima dan tidak terlalu kecewa.
Kurangnya tanggapan ini dapat disebabkan karena kurangnya
pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai Musrenbang, kurang
termotivasi untuk memberikan atau merasa kurang percaya diri bahwa
mereka akan di dengarkan atau berpengaruh.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan

keputusan meskipun terdapat beberapa tingkat partisipasi masyarakat yang

aktif dalam proses Musrenbang, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi,

seperti peningkatan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, pengelolaan

keterbatasan tempat pada tahap pra Musrenbang, serta pembangunan

kesadaran akan pentingnya memberikan tanggapan sebagai bagian dari proses

partisipatif dalam pembangunan. Diperlukan upaya lebih lanjut dari

pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat partisipasi

masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan

berkelanjutan.

B. Saran

1. Praktis

a)

b)

Kepada pihak Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Administrasi Jakarta Selatan sebagai pihak yang terlibat dalam
pembangunan dan pengembangan wilayah, dapat menjadi kunci dalam
memastikan bahwa proses Musrenbang berjalan dengan efektif dan
inklusif. Pihak Subanpekko dapat melakukan kolaborasi dengan pihak
kelurahan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat
tercakup dalam rencana pembangunan. Pemberdayaan masyarakat
setempat juga dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan

Kepada pihak Kelurahan Petukangan Utara sebagai unit pemerintahan
setempat dapat melakukan sosialisasi yang intensif mengenai

pentingnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang. Hal ini dapat
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d)

dilakukan melalui media sosial, papan pengumuman, dan kegiatan
komunitas. Selain itu, kelurahan juga perlu mengadopsi pendekatan
berbasis kebutuhan dalam Musrenbang dengan lebih mendengarkan
aspirasi serta kebutuhan masyarakat setempat.

Kepada pendamping Musrenbang juga dapat memberikan
pendampingan yang aktif kepada kelurahan, RT/RW, dan masyarakat
dalam pelaksanaan Musrenbang, termasuk dalam penyusunan rencana
aksi dan pemantauan implementasinya. Sosialisasi dan pendidikan
mengenai hak-hak partisipatif masyarakat dalam Musrenbang juga
dapat diberikan oleh pendamping Musrenbang secara langsung kepada
masyarakat di Kelurahan Petukangan Utara.

Kepada pihak RT/RW yang memiliki peran penting dalam memfasilitasi
partisipasi masyarakat. Mereka dapat terlibat secara aktif dalam
mengorganisir pertemuan komunitas, mengumpulkan aspirasi warga,
serta menyampaikan informasi mengenai tahapan Musrenbang. Bagian
kecamatan juga perlu memberikan dukungan teknis kepada kelurahan
dan RT/RW, termasuk dalam penyusunan agenda, pengorganisasian
pertemuan, dan pengelolaan data. Selain itu, mereka juga harus
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Musrenbang
untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan secara transparan dan
inklusif.

Kepada masyarakat diharapkan untuk lebih aktif ikut serta dalam setiap
tahapan Musrenbang dengan memberikan masukan, gagasan, dan
aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Peningkatan kesadaran
akan pentingnya partisipasi dalam Musrenbang juga perlu terus
dilakukan agar masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab

terhadap pembangunan di lingkungannya.
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2. Akademis

a. Berdasarkan penelitian ini, diperlukan penelitian lanjutan untuk
mendalami partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mencakup
narasumber yang lebih luas. Oleh karena itu peneliti berhadap
penelitian selanjutnya dapat menambahkan penelitian mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam
Musrenbang Kelurahan Petukangan Utara, serta dampaknya terhadap
hasil pembangunan di wilayah tersebut.

b. Penelitian selanjutnya dapat membahas mengenai partisipasi
masyarakat dalam implementasi rencana kegiatan pembangunan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dikarenakan keterbatasan waktu
peneliti sehingga tidak bisa melakukan penelitian lebih lanjut
mengenai hal tersebut.

c. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode
penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk mendapatkan

hasil penelitian yang lebih akurat.
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